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Abstract

Construction realization always needed land, and it made land became commodity which made the price of it
went up whereas in construction for public interest, land deliverance was slow even pending. One of the
solutions to gain land for construction was by applying land bank especially public land bank which had
functions as land collector, and land management medium in exploiting and using land to be more productive
by gaining or buying land before there was a need so the price of it was cheap.  Land supply in construction
realization which always had a problem that caused physical construction in all fields at a standstill or even
pending was caused by improper regulation and economy and politic change, from democracy economy to
neoliberalism capitalism economy. It made commodity land which triggered land liberalism. And the price of
land went up was caused by land speculator. One way to overcome the complexity of land supply problem for
construction was by implementing land bank which had a function as land collector, as land protector to save
supply and for land exploitation as planned layout which had been legalized.
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Kebutuhan tanah yang meningkat dalam melak-
sanakan pembangunan, baik untuk pembangunan
kepentingan umum dan kepentingan pihak swasta,
berpengaruh pada kebijakan pemerintah di bidang
pengadaan tanah. Permasalahan yang timbul da-
lam pelaksanaan pembangunan yang selalu mem-
butuhkan tanah disatu pihak dan pertambahan pen-
duduk yang begitu pesat dilain pihak menimbulkan
masalah karena tanah yang jumlahnya terbatas se-
hingga harga tanah terus meningkat. Ketidak ter-
sediaannya tanah untuk pembangunan yang di-
inginkan, apabila dikaji lebih lanjut sebenarnya bu-
kan tidak ada tanah, melainkan tanah yang dibu-
tuhkan untuk pembangunan itu telah dilekati hak

atas tanah sehingga perlu usaha-usaha dalam peng-
adaan tanah.

Salah satu penyebab susahnya mendapatkan
tanah adalah terjadinya pergeseran ekonomi poli-
tik dari ekonomi kerakyatan ke ekonomi kapitalis
neoliberalisme pada abad ini. Akibatnya tanah te-
lah dijadikan komoditas yang memicu liberalisasi
tanah, dan harga tanah menjadi melambung tinggi
karena ulah permainan spekulan tanah, akibat lebih
lanjutnya adalah, pembangunan fisik di segala bi-
dang tersendat, pembebasan tanah berjalan lambat
bahkan terkatung-katung.

Khusus untuk pengadaan tanah guna kepen-
tingan umum yang terkendala dalam mendapat-
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kan tanah dan semakin rumit dalam pelepasan hak
atas tanah oleh pemegang hak atas tanah yang ta-
nahnya dibutuhkan untuk kepentingaan umum be-
lakangan ini, apabila dikaji  pada dasarnya ber-
akar pada tiga persoalan sebagai berikut: 1) Regu-
lasi yang kurang memadai baik dari segi yuridis
formal maupun dari segi yuridis materiil; 2) Kom-
pensasi (ganti kerugian) yang tidak adil yang di-
terima oleh masyarakat pemegang hak atas tanah;
3) Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan
HAM (Benhard Limbong, 2013, 48).

Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan
oleh siapapun dan untuk keperluan apapun (juga
untuk proyek kepentingan umum) perolehan tanah
yang dihaki seseorang, yang diperlukan untuk
pembangunan  harus dilakukan melalui musyawa-
rah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai
penyerahan tanahnya kepada pihak yang memer-
lukan maupun mengenai imbalannya (ganti rugi)
yang merupakan hak pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan untuk menerimanya (Benhard
Limbong, 2011, 136).

Negara Indonesia yang menganut sistem
Eropa kontinental, untuk mengatur hal-hal yang
substansial dan menyangkut hajat hidup orang ba-
nyak seharusnya regulasi untuk pengadaan tanah
berupa undang-undang, bukan peraturan yang
tingkatan nya dibawah  undang-undang.

Apabila hal yang sangat urgen di atas hanya
diatur lewat perpres, dimana seharusnya diatur
dalam bentuk Undang-Undang, hal ini jelas-jelas ber-
tentangan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-un-
dangan yang mengharuskan pengaturan sesuatu
yang menyangkut HAM harus dengan sebuah Un-
dang-Undang.

Bahwa sebelum berlakunya UU No. 2 Ta-
hun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pem-
bangunan untuk kepentingan ,pembangunan meng-
acu pada Peraturan Menteri dalam negeri  No 15
tahun 1975, kemudian Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 2 Tahun 1985, Keppres No 55 tahun

1993,  dan Perpres No 36 Tahun 2005 yang kemu-
dian disempurnakan dengan Perpres No 65 Tahun
2006. Selain dari pada itu pengertian kepentingan
umum dan daftar kegiatan yang termasuk dalam
kategori kepentingan umum, mekanisme musya-
warah untuk menetapkan bentuk dan besarnya
ganti rugi, menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Dengan semakin sulitnya memperoleh tanah
untuk pembangunan berbagai keperluan dan me-
lonjaknya harga tanah, salah satu kebijakan yang
dapat dijadikan solusi adalah konsep bank tanah.
Bagaimana implikasi keberadaan Bank Tanah da-
lam perspektif hukum, kiranya  memerlukan kla-
rifikasi secara yuridis pula.

Konsep Bank Tanah

Secara umum bank tanah dimaksudkan se-
bagai setiap kegiatan pemerintah untuk menyedia-
kan tanah, yang akan dialokasikan penggunaanya
di kemudian hari (Maria S W Sumardjono, 2005,
8). Dengan demikian bank tanah memiliki fungsi
antara lain sebagai penghimpun tanah (land keeper)
atau pencadangan tanah, sebagai pengamanan ta-
nah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di
masa akan datang (land warantee), sebagai pengen-
dali tanah (land purchaser) dan sebagai pendistri-
busian tanah untuk berbagai keperluan pem-
bangunan (land distributor).

Pada konsep bank tanah pada dasarnya meng-
himpun tanah dari masyarakat terutama yang di-
telantarkan dan tanah negara yang belum diguna-
kan, kemudian tanah –tanah itu dihimpun, dikem-
bangkan  dan di distribusikan kembali sesuai ren-
cana penggunaan tanah. Jadi bank tanah juga me-
rupakan sarana manajemen tanah dalam rangka
pemanfaatan dan penggunaan tanah agar lebih pro-
duktif dengan cara memperoleh tanah sebelum ada-
nya kebutuhan, sehingga harga tanah masih murah.

Dengan demikian bank tanah adalah akuisisi
tanah (pengadaan tanah) secara sistematis terhadap
tanah yang belum dikembangkan, tanah terlantar
atau yang ditinggalkan kosong dan dianggap



Keberadaan Bank Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Hairani Mochtar

| 129 |

memiliki potensi untuk pengembangan. Pengadaan
tanah oleh pemerintah yang dilakukan bank tanah
diadakan untuk penggunaan masa depan dan da-
lam rangka menerapkan kebijakan tanah publik.

Pada perspektif praktis, dengan adanya bank
tanah pemerintah akan lebih leluasa ketika meme-
nuhi kewajiban hukum yaitu menyediakan papan,
konkretnya adalah untuk menyediakan hunian
rakyat. Hal ini menjadi bagian terpenting dari pe-
menuhan kebutuhan primer rakyat yang senan-
tiasa sarat dengan berbagai permasalahan.

Ketika kebutuhan tersebut begitu urgen, ma-
ka lahan-lahan yang tersedia dapat dikaji dan di-
serahkan melalui sebuah badan yang bersifat inde-
penden dan profesional. Tidak diintrusi oleh ber-
bagai kepentingan lain, khususnya kepentingan poli-
tis yang senantiasa menyertai berbagai sektor publik.

Konsep mengenai Bank Tanah ini praktisnya
akan memudahkan pemerintah dalam merencana-
kan proritas program hunian untuk rakyat sebagai-
mana disebut. Tentu implikasi praktisnya rakyat
akan merasa terayomi, ketika memerklukan hunian
yang akan menjadi tempat berteduh. Impliksinya
juga akan sangat luas, sampai kepada ujungnya yaitu
meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Dari persepektif departemental, pada saat
ini kementerian perumahan yang ada masih bersi-
fat fungsional dan tidak bertindak operasional se-
hingga tidak ada kekuatan ketika melakukan pem-
bangunan sendiri. Masih begitu sarat kepentingan
politis, ketika kementerian tesebut harus mereflek-
sikan programnya secara konkret. Sementara itu
sektor yang sangat mendasar ini lebih dipandang
sebagai sisi praktis yang besifat sangat teknis.

Dengan konsep Bank Tanah ini,  tentunya
akan meningkatkan penyediaan hunian untuk rak-
yat dengan membuat cetak biru (blue print) hunian
rakyat sekaligus sebagai pengelola bank tanah ser-
ta melakukan pembangunan sesuai dengan skala
prioroitas yang diharapkan. Cita demikian menjadi
sangat masuk akal diterapkan, sebagai bagian dari
tujuan praktis yaitu penyediaan hunian yang nya-
man dan terjangkau oleh rakyat.

Sudah menjadi permasalahan umum, bahwa
sampai saat ini tidak ada kebijakan yang strategis
yang diambil pemerintah untuk mengatasi perma-
salahan permukiman. Satu kendala utamanya ada-
lah lieralisasi dalam bidang pertanahan ini. Pada
hal permasalahan dimaksud sangat mendesak un-
tuk direalisasikan. Oleh karena itu konsep tentang
Bank Tanah ini harus segera direalisasikan dengan
berbagai kajian yang arahnya adalah agar tidak
ada kartelisaasi dalam pengadaan tanah untuk pem-
bangunan.

Jenis Bank Tanah

Bank tanah dapat dibagi menjadi dua katego-
ri berdasarkan jenisnya menurut Flechner (1974, 7),
yaitu 1) Bank Tanah Publik. Bank tanah publik me-
rupakan bank tanah yang penyelenggaraannya me-
libatkan lembaga-lembaga publik. Bank tanah ini
dapat dijalankan oleh sebuah lembaga publik atau
beberapa badan hukum publik, yang merupakan
suatu badan independen dengan tugas murni ber-
sifat layanan publik dan tanggung jawab sepenuh-
nya berada ditangan pemerintah. Bank tanah pu-
blik apabila ditinjau dari tujuannya dibedakan atas:
a) Bank tanah umum (general land banking). Meru-
pakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ba-
dan pemerintah untuk memperoleh tanah yang be-
lum dikembangkan ataupun  yang terlantar, meng-
himpun tanah untuk menyelenggarakan penyedia-
an, pematangan dan penyaluran tanah untuk semua
jenis penggunaan tanah publik atau privat, tanpa
ditentukan terlebih dahulu penggunaannya, de-
ngan tujuan untuk mengawasi pola perkembangan
daerah perkotaan dan/atau mengatur harga tanah
dan/atau memperoleh capitall gains dari nilai lebih
sebagai akibat inovasi publik dan/atau mengatur
penggunaan tanah, termasuk mengenai waktu, lo-
kasi jenis dan skala pengembangannya. Bank tanah
umum, juga dapat ditujukan untuk kebutuhan pem-
bangunan kepentingan umum dimasa yang akan
datang, meskipun pada saat pengadaan tanah/atau
pada saat menghimpun tanah, belum ditentukan se-
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cara pasti untuk apa tanah tersebut dimanfaatkan
dikemudian hari. b) Bank tanah khusus (project atau
special land banking). Merupakan kegiatan bank ta-
nah yang lebih fokus pada area fungsional terten-
tu guna penyediaan untuk pembaruan daerah per-
kotaan, pengembangan industri, pembangunan pe-
rumahan menengah atau sederhana dan sangat se-
derhana serta pembangunan berbagai fasilitas umum,
juga melayani penyediaan tanah untuk ruang ter-
buka hijau. Akan tetapi pada bank tanah khusus
ini lebih ditujukan pada kepentingan pembangun-
an yang sudah ditentukan peruntukannya maupun
waktu pelaksanaanya sehingga bank tanah khusus
tersebut juga disebut bank tanah proyek. Ciri bank
tanah khusus ini antara lain peruntukannya di masa
depan sudah ditentukan, tujuan pemanfaatan tanah
untuk kepentingan umum tertentu, dan waktu
penggunaan tanah sudah direncanakan dengan
tenggang waktu jangka pendek atau menengah, dan
rencana proyeknya pun termasuk pembiayaannya
juga sudah dibuat.

2) Bank Tanah Swasta. Bank tanah swasta di-
jalankan oleh swasta .Badan hukum swastalah yang
akan menjadi pemegang saham bank tanah ataupun
sebagai pendana dalam bank tanah. Bank tanah
swasta ini  dapat dijalankan oleh perorangan atau-
pun perusahaan swasta. Bank tanah swasta ini se-
benarnya implementasinya sudah dilakukan di In-
donesia. Memang lembaga Bank tanah swasta ini
secara konseptual belum dikenal secara luas di In-
donesia tetapi secara kenyataan sudah berjalan,
baik perusahaan swasta lokal, nasional atau bahkan
Internasional.

Perusahaan swasta nasional  dalam hal ini
terutama bergerak dalam bidang properti  pem-
bangunan  ruko, perkantoran, sarana rekreasi, pa-
sar swalayan, apartemen, pusat perdagangan terma-
suk pembangunan real estate. Investor yang mem-
butuhkan tanah untuk investasinya mekanisme per-
olehan tanahnya bagi bank tanah swasta ini dila-
kukan dengan sistem jual beli atau tukar guling. Se-
lain itu dapat pula dilakukan dengan cara pembelian
tanah melalui pelelangan dari kantor pelayanan ke-

kayaan negara dan lelang (Benhard Limbong, 2013,
169).

Bank tanah jenis ini pihak swasta bertanggung
jawab penuh, sehingga negara tidak dapat mempe-
ngaruhi pembelian tanah. Motif utama pada pelaku
swasta disini dalam bank tanah adalah tetap pada
profit, dan ketersediaan tanah yang dalam jangka
waktu panjang diharapkan adanya peningkatan nilai
tanah.

Apabila memperhatikan jenis-jenis bank tanah,
maka guna menjaga agar harga pasar tanah tetap ter-
kontrol, maka pemerintah dituntut untuk mengusaha-
kan bank tanah publik bukan pada bank tanah swas-
ta, selain itu penggunaan tanahnya harus tetap men-
dasarkan pada rencana tata ruang yang sudah di-
sahkan.

Ditinjau dari tujuan kegiatan bank tanah khu-
susnya bank tanah publik, maka kegiatan bank ta-
nah publik ini lebih diarahkan untuk menekan ke-
naikan harga tanah karena tanah-tanah tersebut per-
lu dihimpun dahulu sebelum tahu penggunaannya
kelak, sehingga harga masih relatif murah pada  saat
pengadaannya, selain itu untuk penggunaan pengem-
bangan pembangunan di kemudian hari tanah- ta-
nah tersebut masih melalui proses pematangan ta-
nah sebelum didistribusikan untuk berbagai pem-
bangunan, dan pembangunan itu juga harus dise-
suaikan dengan peruntukannya dalam rencana tata
ruang setempat.

Apabila melihat pada ketentuan UUD 45
khususnya pasal 33 ayat 3, kemudian pasal 2 ayat
2 UUPA yang menyatakan bahwa: Hak menguasai
dari negara memberi wewenang untuk: 1) Meng-
atur dan menyelenggarakan peruntukan, penggu-
naan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan
ruang angkasa tersebut; 2) Menentukan dan meng-
atur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 3) Menen-
tukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum an-
tara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa (Boe-
di Harsono, 1999, 536).
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Dalam kaitan ini, harusnya Badan penye-
lenggara dari bank tanah berbentuk badan hukum
publik. Mahkamah konstitusi memberikan penaf-
siran tentang hak menguasai dari negara atas bumi,
air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ter-
kandung di dalamnya oleh Negara, yaitu: bukan da-
lam makna Negara harus memiliki, melainkan Ne-
gara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melaku-
kan pengaturan (regelendaad), melakukan penguru-
san (bestuurrdaad), melakukan pengelolaan (beheerdaad),
dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) (M.
Bakri, 2011, 43).

Pada bank tanah publik yang berorientasi
pada pembangunan untuk kepentingan umum ha-
rus pula memperhatikan rumusan dan kriteria ke-
pentingan umum dalam peraturan yang sudah ada.

Pembangunan untuk kepentingan umum pada
dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejah-
teraan umum dan tidak bertujuan mencari keun-
tungan ataupun  laba. Selain dari itu apa yang dise-
but kepentingan umum, menyangkut kepentingan
bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masya-
rakat luas, rakyat banyak, dan pembangunan.

Berbicara mengenai kepentingaan umum, per-
lu diperhatikan bahwa tidak setiap kepentingan pe-
merintah selalu bertujuan untuk kepentingan umum,
seperti misalnya pembangunan pelabuhan, memang
hal itu merupakaan kepentingan pemerintah, akan
tetapi bukan kepentingan umum, karena pada
akhirnya akan dikelola oleh BUMN yang selalu
berorientasi untuk mencari keuntungan guna mem-
berikan pendapataan pada negara dan BUMN itu
sendiri. Disisi lain hal ini tidak memberikan manfaat
bagi masyarakat luas dan rakyat.

Jadi bentuk-bentuk kegiatan kepentingan
umum masih harus dijelaskan tentang sejauh mana
fungsi kepentingan umum yang akan dihasilkan dari
bentuk kegiatan kepentingan umum tertentu sehing-
ga benar-benar disebut kepentingan umum (Adrian
Sutedi, 2007, 75).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun
1961 tentang pencabutan hak atas tanah, mengarti-

kan kepentingan umum secara luas antara lain un-
tuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan ber-
sama dari rakyat, dan kepentingan pembangunan.
Sedang di dalam penjelasan Undang-Undang No.
20 Tahun 1961 dijelaskan bahwa kegiatan kepen-
tingan umum tidak hanya terbatas pada kegiatan
yang dilakukan pemerintah, tetapi dapat juga ke-
giatan tersebut dilakukan oleh swasta asalkan ke-
giatan itu benar-benar untuk kepentingan umum.

Dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang peng-
adaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum disebutkan, kepentingan umum adalah ke-
pentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang ha-
rus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
(Pasal 1 (6))

Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa
kegiatan tersebut benar-benar untuk kepentingan
umum yang harus mengandung 3 unsur yaitu: 1)
Kegiatan pembangunan tersebut benar-benar di-
miliki oleh pemerintah. Dalam hal ini kegiatan ke-
pentingan umum tidak dapat dimiliki perseorang-
an ataupun swasta. Dengan kata lain swasta dan per-
orangan tidak dapat memiliki jenis-jenis kegiatan
kepentingan umum yang membutuhkan pembebas-
an tanah, baik tanah hak maupun tanah negara; 2)
Kegiatan pembangunan tersebut dilakukan oleh pe-
merintah. Unsur ini menunjukkan bahwa proses pe-
laksanaan dan pengelolaan suatu kegiatan untuk
kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh
pemerintah; 3) Kegiatan pembangunan tersebut ti-
dak untuk mencari keuntungan (non profit). Dalam
unsur ini termaktub batasan fungsi suatu kegiatan
untuk kepentingan umum benar-benar berbeda
dengan kepentingan swasta yang bertujuan untuk
mencari keuntungan, sehingga kualifikasi suatu ke-
giatan adalah untuk kegiatan kepentingan umum apa-
bila sama sekali tidak boleh mencari keuntungan
(Adrian Sutedi, 2007, 75).

Dari uraian di atas maka kehadiran lembaga
bank tanah publik dapat menjadi solusi dalam rang-
ka kesulitan di dalam pembebasan tanah khusus-
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nya untuk kepentingan umum, karena lembaga bank
tanah publik berfungsi sebagai lembaga cadangan
tanah yang menjamin sekaligus memastikan agar
kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum
terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan bank tanah
sebagai sarana manajemen tanah yang menjamin
ketersediaan tanah untuk keperluan tertentu.

Beberapa kepentingan umum yang bisa dianti-
sipasi oleh bank tanah publik yang termasuk bank
tanah umum antara lain (Benhard Limbong, 2013,
113): 1) Tanah untuk relokasi masyarakat yang ter-
kena dampak bencana alam, kebakaran dan konflik;
2) Tanah untuk pengembangan perkotaan dan pe-
mukiman penduduk berpenghasilan rendah; 3) Ta-
nah untuk pengganti tanah bagi pemilk/pemegang
hak atas tanah dalam proyek pengadaan tanah/pem-
bebasan tanah; 4) Bank tanah untuk sabuk pengaman
kota, yaitu area disekeliling kota yang berfungsi
untuk menahan laju perluasan kota, terutama kon-
versi tanah pertanian untuk perumahan dan indus-
tri yang tidak terkendali, yang sekaligus sebagai
daerah resapan air dan kawasan terbuka hijau un-
tuk mencegah bencana alam.

Persamaan dan Perbedaan Bank Tanah dan
Bank Konvensional

Persamaan antara bank tanah dengan bank
konvensional, yaitu 1) Dari segi fungsinya sama-
sama dapat menyimpan aset, membantu stabilisasi
pasar sekunder, memegang cadangan modal; 2) Da-
ri segi pelaksanaannya kedua-duanya dapat dija-
lankan baik oleh pemerintah maupun swasta; 3)
Dari segi operasionalisasinya keduanya beroperasi
dalam kerangka regulasi. Sedangkan perbedaan-
nya, yaitu: 1) Bank tanah bertugas untuk menyim-
pan sekaligus mengelola tanah, sedang bank kon-
vensional bertugas menyimpan sekaligus mengelola
uang dan benda berharga serta surat berharga
lainnya; 2) Bank tanah terfokus pada stabilisasi ling-
kungan dan masyarakat serta perencanaan penggu-
naan tanah, sedangkan bank konvensional terfokus

pada pasar nasional dan internasional; 3) Bank ta-
nah prioritasnya nirlaba meskipun ada juga yang
profit oriented terutama yang dikelola oleh swasta,
sedangkan bank konvensional lebih ke profit ori-
ented.

Fungsi dan Manfaat Bank Tanah

Fungsi bank tanah pada dasarnya untuk me-
nyimpan dan menghimpun aset yang berupa tanah
serta menstabilkan pasar sekunder. Berdasarkan li-
teratur ditemukan 6 fungsi bank tanah (Benhard
Limbong, 2013, 81): 1) Sebagai penghimpun tanah
(landkeeper). Kegiatan bank tanah adalah melakukan
inventarisasi terhadap tanah-tanah yang akan di-
jadikan obyek bank tanah. Selain itu kegiatan peng-
himpunan tanah juga termasuk mengumpulkan dan
menyediakan data pertanahan yang lengkap, akurat,
terpadu, dan aktual. 2) Sebagai pengaman tanah (land
warantee). Bank tanah dalam melaksanakan kegiat-
annya mendasarkan diri pada rencana tata ruang
yang sudah disahkan baik peruntukan dan peman-
faatan tanahnya harus berdasarkan pada rencana
tata guna tanah yang merupakan bagian integral
dari rencana tata ruang tersebut. Pada tata ruang
yang sudah ditetapkan, bank tanah melaksanakan
kegiatannya mulai dari perencanaan, pemanfaatan,
dan pengendaliannya. 3) Sebagai pengendali pengua-
saan tanah (land purchaser). Bank tanah dapat me-
lakukan pengendalian terhadap penguasaan tanah
sehingga tidak terpusat pada kelompok masyarakat
tertentu. 4) Sebagai pengelola tanah (land managemen).
Bank tanah melakukan analisis, penetapan strategi,
dan pengelolaan implementasi berkaitan dengan
pertanahan. Sehingga bank tanah secara konsep-
tual harus memuat kebijakan dan strategi optimal-
isasi pemanfaatan dan penggunaan tanah, sehingga
keberadaan bank tanah mampu mengarahkan pe-
ngembangan penggunaan tanah. 5) Sebagai penilai
tanah (land appraisal). Bank tanah dapat melakukan
penilaian tanah yang obyektif dalam menciptakan
suatu sistem nilai dalam penentuan nilai tanah
untuk berbagai keperluan. Dengan demikian bank
tanah dapat menetapkan sekaligus mengendalikan
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harga dan nilai tanah. 6) Sebagai penyalur tanah
(land distributor). Bank tanah harus dapat menjamin
pendistribusian tanah secara wajar dan adil
berdasarkan kesatuan nilai tanah. Dengan demiki-
an bank tanah mengamankan perencanaan, penye-
diaan, dan distribusi tanah sesuai dengan peng-
gunaan dan peruntukannya kepada mereka yang
berhak atas tanah tersebut sesuai dengan rencana
tata ruang daerah setempat.

Obyek Bank Tanah

Sumber-sumber tanah yang dapat dijadikan
obyek bank tanah di Indonesia, apabila mengingat
ketentuan pasal 2 UUPA tidak kesulitan untuk men-
dapatkan tanah sebagai aset cadangan dari bank
tanah. Sumber tanah yang dapat dijadikan obyek
bank tanah dapat diperoleh dari tanah-tanah hak ter-
masuk tanah hak ulayat dan juga tanah yang dikua-
sai oleh negara dapat dijadikan obyek bank tanah
ini misalnya: 1) Tanah terlantar. Berdasarkan pasal
1 (6) peraturan kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar,
yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah ta-
nah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan
atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergu-
nakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ke-
adaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau
dasar penguasaannya. 2) Tanah bekas erfpacht, be-
kas tanah partikelir. 3) Tanah aset BUMN/BUMD
yang belum dipergunakan. 4) Tanah aset departe-
men/lembaga pemerintah non departemen/pemda
yang belum digunakan. 5) Tanah negara yang ber-
asal dari pencabutan hak atas tanah. 6) Tanah fa-
silitas sosial (fasos)/fasilitas umum (fasum) yang
diserahkan oleh developer. 7)  Tanah fasos/fasum
hasil konsolidasi tanah. 8) Tanah negara yang berasal
dari pembebasan tanah. 9) Tanah ab sentee dsb.

Tanah-tanah yang merupakan obyek bank ta-
nah di Indonesia dapat dipakai untuk kebutuhan
pembangunan antara lain: 1) Bank tanah untuk

kepentingan umum; 2) Bank tanah untuk infra-
struktur; 3) Bank tanah untuk pengembangan kota;
4) Bank tanah untuk modernisasi desa dan
ketahanan pangan; 5) Bank tanah untuk kawasan
industri; 6) Bank tanah untuk bisnis properti; 7) Bank
tanah untuk pencegahan bencana alam.

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Bank
Tanah

Ada beberapa faktor yang ikut menentukan
berhasil atau tidaknya bank tanah antara lain (Ben-
hard Limbong,  2013,229): 1) Regulasi. Seperti sudah
dijelaskan di atas, regulasi yang direkomendasikan
untuk bank tanah berupa undang-undang, hal ini
agar supaya mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat. Regulasi akan memaksa bank tanah be-
kerja sesuai fungsi dan tujuannya sehingga akan
mendatangkan  keadilan dan mendorong pening-
katan kemakmuran rakyat. Selain daripada itu ba-
nyaknya stakeholder yang terlibat dalam bank tanah,
regulasi akan menjamin persamaan kepentingan se-
luruh stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat).
Regulasi bank tanah seharusnya berkontribusi ter-
hadap aspek-aspek sebagai berikut: a) Untuk me-
ningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai
kemakmuran; b) Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan melalui pendistribu-
sian tanah; c) Menyediakan tanah secara fisik guna
kesinambungan pembangunan baik untuk kepen-
tingan umum ataupun kepentingan komersial; d) Da-
pat mengendalikan harga tanah sehingga terjangkau
bagi seluruh lapisan masyarakat.

2) Kelembagaan bank tanah. Untuk Indone-
sia penyelenggara bank tanah seharusnya berben-
tuk badan hukum publik, hal ini disebabkan karena
bank tanah mempunyai wewenang dan tanggung
jawab yang besar yang menyangkut kepentingan
masyarakat banyak sehingga pemerintah harus ber-
peran aktif dalam pelaksanaan bank tanah. Bank ta-
nah ini dapat menjalankan tugas-tugas dari BPN
antara lain: a) Mengadakan koordinasi kebijakan, pe-
rencanaan dibidang pertanahan dengan cara menyu-
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sun rencana persediaan, peruntukan, penggunaan
dan pemeliharaan tanah melalui penatagunaan tanah
di daerah tingkat II; b) Mengadakan pengawasan
dan pengendalian kepemilikan tanah dengan cara
mengadakan pemantauan dan evaluasi pada peng-
gunaan dan pemanfaatan tanah juga dalam rangka
redistribusi tanah termasuk pada konsulidasi tanah;
c) Melakukan pengelolaan tanah di bidang informasi
pertanahan.

3) Pembiayaan bank tanah. Masalah pembia-
yaan bank tanah merupakan hal yang sangat pen-
ting terutama pada tahap pelaksanaannya. Pembia-
yaan bank tanah tergantung pada banyak faktor mi-
salnya struktur bank tanah, tujuan dari bank ta-
nah, skala operasi, dsb. Dengan demikian bank ta-
nah amat sangat tergantung pada adanya sumber
dana yang stabil dan berkelanjutan.Dalam dunia pen-
danaan bank tanah pada umumnya dikenal 2 bentuk
bantuan pendanaan (Benhard Limbong, 2013, 251):
a) Bantuan program. Bantuan ini biasanya diberi-
kan oleh suatu negara atau lembaga pendanaan inter-
nasional ke suatu negara tertentu dan berkaitan de-
ngan program pembangunan tertentu; b) Bantuan
proyek. Bantuan ini diberikan dalam bentuk fasili-
tas pembiayaan untuk membiayai berbagai proyek
pembangunan, yang dapat berupa hibah, pinjam-
an atau investasi. Pembiayaan ini umumnya diberi-
kan oleh lembaga pemerintah, lembaga donor, or-
ganisasi nirlaba/non pemerintah dan lembaga ke-
uangan.

4. Faktor-faktor lain yang juga sebagai faktor
penentu keberhasilan bank tanah seperti: a) Politi-
cal will dari pemerintah utamanya dalam pembuat-
an regulasi; b) RTRW, rencana tata ruang wilayah
ini merupakan pedoman dalam merencanakan ke-
giatan-kegiatan berkaitan dengan pengalokasian
tanah agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin
tanpa merusak lingkungan; c) Sumber daya manusia,
tidak kalah pentingnya untuk keberhasilan bank
tanah, sumber daya manusia yang berperan dalam
bank tanah harus mempunyai keahlian yang berkuali-
tas dan profesional agar pelaksanaan dari bank tanah
menjadi efisien.

Penutup

Pengadaan tanah dalam pelaksanaan pem-
bangunan yang selalu menghadapi masalah yang
menyebabkan pembangunan fisik di segala bidang
tersendat atau bahkan terkatung-katung disebabkan
oleh regulasi yang tidak memadai dan terjadinya per-
geseran ekonomi politik dari ekonomi kerakyatan
ke ekonomi kapitalis neoliberalisme menjadikan ta-
nah komoditas yang memicu liberalisme tanah dan
harga tanah menjadi melambung tinggi disebabkan
ulah spekulan tanah.

Salah satu terobosan untuk mengatasi kom-
pleksitas masalah pengadaan tanah untuk kepen-
tingan pembangunan adalah penerapan bank tanah
yang berfungsi sebagai penghimpun tanah, sebagai
pengaman tanah guna mengamankan penyediaan
dan peruntukan serta pemanfaatan tanah sesuai ren-
cana tata ruang yang sudah disahkan. Selain itu
fungsi bank tanah sebagai pengendali tanah, sebagai
penilai tanah yang dapat menekan munculnya spe-
kulan tanah dan sebagai pendistribusian tanah yang
disesuaikan dengan program pembangunan serta
rencana tata ruang yang juga berfungsi untuk meng-
arahkan pemanfaatan tanah dalam pengembangan
perkotaan dan suatu wilayah tertentu.

Konsep bank tanah sangat potensial untuk di-
terapkan di Indonesia dalam bentuk bank tanah pu-
blik mengingat ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD NKRI
Tahun 1945 dan pasal 2 UUPA, bahwa negara mem-
punyai peranan penting dalam pelaksanaan bank
tanah.
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